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PUTUSAN
Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL

ZeAR= b 2
%\TLﬁE&M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
secara elektronik:

XXXXXXXXXXXX, umur : XXX XX agama Islam, pekerjaan

ini memberikan
S.H.,

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2024
yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor
0383/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 antara Penggugat dan

Tergugat telah melangsungkai inan/pernikahan secara sah di

Kantor Urusan Ag Wllngl Kabupaten Blitar
berdasarkan kutip : MiRa b ek ,. rtanggal 03 Juli 2019
2. ' - gat dan Tergugat
tinggal XXXXXXXXXXXX
Kecamata hhun 2019-2020
dan berte : if Bt §ffa Yraw di Y %apua + 1 tahun
yaitu ditah Bad, VBRI ' K& XXXXXXXXXXXX
Kecamataih | B b SBT O itu me il fempat tinggal
terakhir afiidra R€ |

3. % Ja Reng ( : dah higdp bersama + 5
tahun dan §elam’y B[ ikahe Wtelghifdi karuniai satu
(1) orang | i yat TAIXHEXX XX / yang berusia 4
tahun dan untukSaatigh.a ikut papdasyfafin Penggugat

4 o i pPofiigugat dan Tergugat
rukun harmonis dal dengan demikian sejak

pertengahan tahun 2020 u ' Sieiers enggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis tidak rukun dan diantara keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit disatukan
lagi,hal itu disebabkan karena
1) Bahwa Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung
jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk
kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak
cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat

jarang memberi nafkah
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2) Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah
tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah
untuk Penggugat itu diatur oleh orang tua Tergugat

3) Bahwa Tergugat punya wanita lain di tempat kerjanya hal
itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat
pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami
oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau

4) Bahwa Tergugat kurang menghargai keluarga dari

pg dari kecil diasuh oleh Bude

Penggugat dimana ReRlouars

ir dan antara

h lamanya dan

telah terjadi perpecahan yang sulit disatukan kembali sehingga apa yang
menjadi sendi-sendi dasar perkawinan sebagaimana maksud dalam
pasal 1 Undang-undang No.1l tahun 1974 tentang perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak adapat tercapai
atau tidak terwujud

7. Bahwa menurut Tergugat gugatan perceraian tersebut telah
memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Republik Inndonesia No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf ( f ),oleh karena itu

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Pengadilan Agama Blitar dapat menerima pengaduan
Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat
Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Blitar c/q majelis hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili
perkara aquo memberikan putusan yang amar putusanya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebankan big '

Atau Pengadilan Ag Fq:) : san lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (Ex4Xg

Bahwa pada ara ini Penggugat
dan kuasa hukummgy gat berdasarkan
surat panggilan tefg PA BL, tanggal

resmi dan patut

Indonesia namu Bt fandise ! plang lain untuk

hak berperkara

kembali dengan

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat, berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 13
Juni 2020, yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd
(P.1);
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat
dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA WiIingi
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 03 Juli 2019, yang telah
dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi yang bernama,;

1. XXXXXXXXXXX , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tlnggal di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

sebagai berikut: ‘
- Bahwa saksi keng

gugdstie
-'- hanya memberi nafkah

ar O
bertanggung jawab ha' :
untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak
cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang
memberi nafkah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga
Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat
itu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat punya wanita lain di tempat
kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat
pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh

Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat kurang menghargai
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keluarga dari Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh

Bude nya karena lbunya meninggal selalu dilarang bertemu oleh Bude
nya dengan alasan itu bukan ibunya hal itu menimbulkan pertengakaran
dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun 8 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

berhasil dan
Tergugat;
2. XXXXXXXX

Rumah Tanggg

- Bahwa setelah Ko igin dengan Tergugat
' : tglgat di  XOOXXXXXXXX
Kecamatan Talun Kabupa Rlitar . ##lin antara tahun 2019-2020
dan bertempat tinggal di tempat kerja suami di Sorong Papua £ 1 tahun
yaitu ditahun 2021 dan pada awal tahun 2022 pulang ke XXXXXXXXXXXX
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan dikaruniai 1 orang anak:

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak 2020 sudah tidak harmonis, karena sering
berselisin dan bertengkar disebabkan Tergugat secara ekonomi kurang
bertanggung jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah

untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang
memberi nafkah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga
Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat
itu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat punya wanita lain di tempat
kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat
pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh
Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat kurang menghargai
keluarga dari Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh

dilarang bertemu oleh Bude

Bude nya karena Ibunya_gesfig0ates
P

dan perselisihan a2 ,. E

_Bahwa saksi glohgeihd! akibat

l : teI ,

- Bahwa saks
kepada Pel
berhasil dam §

Tergugat;

pada pokoknya tetap pa il T Wy (I

i ni ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;
Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;
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Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 Januari
2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi
unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan
isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak
berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi
kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta
telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,

bahwa Surat Kuasa Khusus digs# .e;«'--'--'i'-r'.'. sah karena telah

ng Peradilan

"

Undang-undang Nomor 50 “Sgh

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak

Tahun 2016 tel
kedua pihak ya

ke ruang sidang sel

Pengadilan Agarha Elah memanggil

menggunakan jasa Ekspeghsj [ agdhe’

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:
S o aSla N ea (e DB alug e dl Lo il (5 sl e
A aa Y s g e ol Cpalind
Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa
yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
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sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang
yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
disebabkan Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung jawab hal itu
dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak saja
sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup bahkan setelah berpisah

oleh Bude nya k
dengan alasan
perselisihan antg

dengan Tergugati

Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa
fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim
menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan

mengikat berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahw L¥eterangan 2 (dua) orang

perkara dan salifigjlrel
itu memenuhi sy t%‘a

lah memenuhi
(1), 147, 170,
7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 03 Juli 2019 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta
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Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti
menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan

dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

pada tanggal 03 Juli 2019 dan dikaruniai 1 orang anak:

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2020 sudah sering

san nafkah untuk

wanita lain di
sehingga itu
an dipoligami

akan tetapi Penggugat tidak mau,

selama £ 1 tahun 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik
dalam Al Qur’an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang, i —

didamaikan lagil
perkawinan tidaké @

diceraikan; :
Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan:
Ale Al 35 35 e g dll 5 puin in e ) iV g iV
Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang

memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;
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Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu
as Sunnah, Juz I, halaman 249:

8 il plgs dao ardaiud Y s W Zo P LA Al Ceal 13
Artinya: “Jika isteri meffgfugdyLefai karena sua : Radlorotkan terhadap

tangga, maka

10 § ]
i inyg h{o hi kepada hakim

dirinya : s§
dibolehka
dan bila

tidak tefe; ba'in”;
Menimba jan tersebut di
atas maka majelist.ha P nggugat telah

L 1974 tentang
Perkawinan jo. Past or 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf y € _
Penggugat patut dikabu 3x, d ) Stell ik njatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhaugat; .

Menimbang, bahwa pada ha dang putusan, Penggugat mengaku
dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

ini sebesar Rp. 220.000,- (dua rafussetdsguluh ribu rupiah);

dilangsungkan pada h# TP - " . Masehi, bertepatan
dengan tanggal 2 ) ' ijriyay s, AL.¥Abu Syakur, M.H.
sebagai Ketua M : ) 7 |
M.H masing-mag (I i B B but diucapkan
a X pihak melalui
2024 Masehi,
ajelis tersebut
ol Binti Anipah,

dalam sidang terg

Sy e

' ! L

Sistem Informas

bertepatan dengg

dengan didamping _
S.H. sebagai Panieta RE 5 5 Joughtl kuasanya dan

Hakim Anggota

ttd ttd
Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.. Drs. Saifudin, M.H.
Panitera Pengganti
ttd

Dra. Binti Anipah, S.H..
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Perincian Biaya: Untuk Salinan
1. Pgndaftaran Rp 30.000,00 Pengadilan Agama Blitar
2. Biaya proses Rp  100.000,00
3. Panggilan Rp 40.000,00 a.n Panitera
4. PNBP ) Rp 30.000,00 Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00
Jumlah ... Rp  220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah) . .
Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



